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Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengadaan pipa gas yang dilakukan oleh PT.
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) serta
bagaimana sanks yang diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan pipa gas tersebut.
Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian
kepustakaan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagal |lembaga pengawas di bidang persaingan
usahadi Indonesia, memeriksa adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli dalam pengadaan
pipagas yang dilakukan PGN tersebut. Terdapat dua dugaan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli yaitu
persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 dan penunjukan langsung yang melanggar Pasal 19 huruf d.
Setelah melakukan pemeriksaan, KPPU menjatuhkan Putusan No.22/KPPU-L/2005, yang isinya
menyatakan bahwa dalam hal persekongkolan tender, PGN tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap
Pasal 22 UU Antimonopoli. Namun dalam hal PGN menunjuk langsung suatu perusahaan yang ditunjuk
untuk melaksanakan inspeksi terhadap pabrik pipa dan plate yang diusulkan para peserta tender (DNV
Singapore), PGN dinyatakan terbukti melanggar Pasal 19 huruf d dari UU Antimonopoli. Penunjukan
langsung tersebut din.ilai tidak sesuai dengan peraturan internal PGN mengenal pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 dari UU Antimonopoli, KPPU mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan
sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Antimonopoli. Untuk itu,
dalam kasus pengadaan pipa gas tersebut, KPPU memberikan sanks antara lain memerintahkan kepada
PGN untuk menghentikan kerjasama dengan DNV Singapore dan meminta kepada PGN untuk mengikuti
peraturan internal PGN serta peraturan lain di bidang pengadaan barang dan jasa yang berlaku. KPPU juga
memerintahkan kepada Direktur Utama PGN untuk memberikan sanksi administratif kepada Project
Manager SSW] 1V, dimana pihak tersebut tidak termasuk sebagai Terlapor dalam kasus ini. Penelitian ini
terutama akan menjelaskan dan menganalisa mengenai putusan KPPU di atas dihubungkan dengan pasal-
pasal yang diatur dalam UU Antimonopoli.
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The main issue of thisresearch isto clarify whether the procurement of gas pipe conducted by PT.
Perusahaan Gas Negara (Persero) Thk. (PGN) complies with Law Number 5 of 1999 regarding Prohibition
of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Antimonopoly Law) and to identify and
analyze the sanction given to the parties involved in the process of such procurement of gas pipe. This
research applies alegal normative (yuridis normatif) method and the datais collected by library research.
The Commission for the Supervision for Business Competition (Komisi Pengawas Persaingan Usaha -
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KPPU) as the supervision agency in business competition practice in Indonesia, investigates whether the
procurement of gas pipe conducted by PGN has violated the Antimonopoly Law. There are two violation
allegations to the Antimonopoly Law i.e. tender conspiracy which violates Article 22 and direct appointment
which violates Article 19 point d of the Antimonopoly Law. After conducting the investigation, KPPU
issues their decision No.22IKPPU-L /2005, which concludes that with regard to the allegation of tender
conspiracy, PGN is not proven to have violated Article 22 of Antimonopoly Law. However with regard to
PGN's appointment to a company who will carry out the assessment of pipe mill and plate mill proposed by
the bidders (DNV Singapore), PGN is proven to have violated Article 19 point d of Antimonopoly Law. The
procedure of such direct appointment is found to be not in accordance with PGN's internal regulations
regarding procurement of goods and services. Pursuant to Article 47 paragraph 2 of Antimonopoly Law,
KPPU has the authority to give administrative sanction to business actor(s) who have violated the
Antimonopoly Law. For that reason, in such procurement of gas pipe, KPPU has given sanction to PGN,
where they instruct PGN to end their cooperation with DNV Singapore and instruct PGN to fully comply
with their internal regulations and other prevailing regulations regarding procurement of goods and services.
KPPU also instruct the President Director of PGN to give administrative sanctioned to Project Manager
SSW] 1V, where such person is not one of the Reported Parties in this case. This research will elaborate and
analyze KPPU's decision regarding procurement of gas pipe conducted by PGN and correlate it with the
provisions stipulated in the Antimonopoly Law.



